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P U T U S A N 

Nomor  :  222/B/2014/PT.TUN.Sby 

 

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili 

sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana 

tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara : ------------------------------------------------------------ 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA, Tempat 

Kedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 354-356, Surabaya, yang berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus Nomor 800/058Pd/436.6.4/2014 tanggal 03 Pebruari 2014, 

memberikan kuasa kepada : (1) M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H., NIP: 

19730504 199602 2 001., Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota 

Surabaya. (2) ACHMAD ZAMRONI, S.T., NIP : 19730530 200604 1 001., Jabatan : 

Kasie Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar. (3) IGNATIUS HOTLAN 

HAHALONGAN, S.H., NIP : 19810929 200604 1 018., Jabatan : Kepala Sub Bagian 

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. (4) LELY 

ZULAIKA, S.H., NIP : 19720318 201001 2 001., Jabatan : Staf Pendidikan Dasar 

Dinas Pendidikan Kota Surabaya. (5) AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., NIP : 

19761117 200112 1 002., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.(6) DJOENEDIE DODIEK, S.H., NIP : 

19820604 200902 1 005.,Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. (7) MUHAMMAD, S.H., NIP : 

19840531200902 1 006., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. (8) AHRUL FAHZIAR, S.H., NIP : 

19830310201001 1 020…… 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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19830310201001 1 020., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. (9) BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., NIP 

; 19850325 201001 1 010., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. (10) RERRY SETIANINGTIYASWATI, 

S.H., NIP ; 19850929 201101 2 021., Jabatan : Staf  Sub Bagian Bantuan Hukum 

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya., Semuanya Warganegara 

Indonesia beralamat di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 353-356 Surabaya, yang 

untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/PEMBANDING ; ------------------------ 

M E L A W A N  : 

CV. ROBAR BERSAMA, beralamat di Jalan Walter Monginsidi Perum. Sembungrejo Permai 

E-30 F, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, diwakili oleh MUHAMMAD MUNIR., 

Selaku Direktur CV. ROBAR BERSAMA, beralamat di Jalan Sidogemah RT/RW 

005/004 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak ., yang berdasarkan Surat Kuasa 

tanggal 27 September 2014 memberikan kuasa kepada : (1) MUHAMMAD 

SHOLEH, S.H., (2) IMAM SYAFI’I . S.H., (3) SYAMSUL ARIFIN, S.H., dan (4) ADI 

DARMANTO, S.H., Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada 

SHOLEH & PARTNERS , beralamat di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b, 

Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT/TERBANDING ;- 

 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca : 

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 

222/PEN/2014/PT.TUN.SBY tanggal 13 November 2014 tentang penetapan majelis 

hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ; ------------------------------------------------ 

2. Salinan ……………. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 

17/G/2014/PTUN.SBY tanggal 21 Agustus 2014 ; --------------------------------------------------- 

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan sengketa ini ; --------------------- 

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 222/PEN.HS/2014/PT.TUN.SBY  tanggal 4 

Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang :  --------------------------------------------------- 

 

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : 

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah SURAT KEPUTUSAN PEJABAT 

PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR 

027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013 TANGGAL 30 DESEMBER 2013 PERIHAL : 

PEMUTUSAN KONTRAK ; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

mengambilalih dan menerima keadaan mengenai Duduknya Sengketa sebagaimana 

tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 

17/G/2014/PTUN.SBY tanggal 21 Agustus 2014, sehingga diperoleh kronologis kejadian 

sebagai berikut ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding didasarkan atas dalil-dalil yang 

intinya sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013, Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai 

pemenang lelang pengadaan alat peraga SD (DAK-2-11) Kota Surabaya dengan harga 

penawaran Rp.4.086.138.000,- (Empat milyar delapan puluh enam juta seratu tiga puluh 

delapan ribu rupiah) ; --------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Bahwa pada ……… 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan 

Tergugat dan ditandatangani Dokumen Kontrak Pengadaan Barang Nomor 

027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013, dimana pada ketentuan Pasal 1 ayat a butir ke 4 

berbunyi : “Mengirim barang kesekolah sesuai dengan contoh barang hasil klarifikasi 

oleh Pokja ULP.”  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Bahwa pada tanggal 22 November 2013, Penggugat telah selesai mengirim seluruh 

barang ke 105 sekolah sesuai Berita Acara Penerimaan dari tiap sekolah yang 

ditandatangani oleh enam guru pemeriksa barang yang ditunjuk oleh sekolah dan diberi 

stempel masing-masing sekolah penerima barang ; ------------------------------------------------- 

4. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 Penggugat menerima Surat Teguran yang berisi 

temuan Tim Tergugat yaitu adanya beberapa item barang yang tidak sesuai spesifikasi 

teknis yang dipersyaratkan , yaitu : --------------------------------------------------------------------- 

- Bola kaki nomor 5, sesuai spesifikasi teknis memiliki SNI-19-9001-2001 pada barang 

tertera 12-2180-2001, yang telah dijawab oleh Penggugat, bahwa SNI/ISO-19-9001-

2001 adalah system manajemen mutu (kopi terlampir) sedangkan SNI12-2180-

2001,adalah sertifikasi produk Bola kaki Nomor 5 (database Badan Standarisasi 

Nasional) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Raket bulutangkis yang dikirim Penggugat dinyatakan tidak sesuai spesifikasi 

ukurannya dan telah dijawab oleh Penggugat bahwa spesisfikasi yang disyaratkan 

oleh Tergugat tidak ada di pasaran. dan yang dikirimkan Penggugat telah sesuai 

dengan standar Raket Bulutangkis yang digunakan untuk Pelatnas dan sesuai pula 

dengan SNI 12-1018-1996 yaitu lebar :19-22 cm, Panjang Area Snar : 24-28 cm dan 

Lebar Area Snar : 19-22 cm ; ------------------------------------------------------------------------ 

- Bilah sesuai spesifikasi dari karet yang Penggugat kirim dari bahan spon. Yang telah 

dijawab oleh Penggugat bahwa sesuai sampel bilah yang dikirim ke Badan 

Pengkajian ………………….. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Laboratorium Pengujian dan Kaliberasi 

Yogyakarta, hasil pengujiannya menyatakan bahwa bahan bilah Penggugat adalah 

Natril Butadiena Rubber yang artinya  berbahan  karet sesuai spesifikasi yang 

diminta ;  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Bola Tenis Meja ditolak karena beratnya hanya 2,5 gram tidak sesuai spesifikasi 

yang meminta berat 25 gram, yang telah dijawab oleh Penggugat bahwa berat 25 

gram tidak ada dipasaran dan tidak dapat digunakan karena terlalu berat; --------------- 

5. Bahwa jawaban dari surat  Penggugat tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat 

bahkan Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak dengan alasan yang berbeda 

dengan Isi Surat Teguran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Alat Peraga 

Pendidikan SD (DAK-21011) yang ditandatangani oleh PPTK,PPHP, Sekretaris PPHP, 

Penyedia Barang/Modulen tertanggal 6 Desember 2013 ; --------------------------------------- 

6. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf c  

dan pasal 89 ayat (1) hutuf C Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan 

Barang/Jasa Pemerintah dan malanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

yaitu Asas Kepercayaan dan Asas Kepastian Hukum ; -------------------------------------------- 

7. Bahwa Tergugat secara sewenang-wenang telah melakukan pencairan jaminan 

pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp.271.000.000,- dari Bank Jatim Cabang 

Rungkut Surabaya ; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Bahwa tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian milyaran rupiah dipihak 

Penggugat ;  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata 

Usaha Negara Surabaya memutus : -------------------------------------------------------------------------- 

1. Mengabulkan ……… 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------------------------------- 

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas 

Pendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 30 

Desember 2013 tentang Pemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV Robar Bersama ; 

3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Pembuat 

Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013 

tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV Robar 

Bersama ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Mewajibkan terhadap Tergugat melakukan pembayaran terhadap Penggugat 

sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak tertanggal 31 Oktober 2013 ; ---------------- 

5. Mewajibkan kepada tergugat untuk mengembalikan uang jaminan pelaksanaan milik 

Penggugat sebesar Rp.271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah ) yang telah 

dicairkan dari Bank Jatim Cabang Rungkut Surabaya ; -------------------------------------------- 

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini menurut hukum ;--------------------------- 

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat 

mengajukan jawaban tertanggal  27 Pebruari 2014  yang ringkasannya sebagai berikut :------ 

DALAM EKSEPSI 

1. KOMPETENSI ABSOLUT : --------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa obyek sengketa diterbitkan dalam proses pengadaan barang dan jasa, 

jangkauannya adalah rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu perjanjian atau kontrak, 

yaitu Kontrak Pengadaaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 

Oktober 2013. Sesuai ketentuan pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka 

Pengadilan Tata………. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili 

perkara ini ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS  ( OBSCUUR LIBELL  ) ;---------- 

Dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen 

Dinas Pendidikan Kota Suraaya, namun tidak menjelaskan Siapakah Pejabat Pembuat 

Komitmen dan dalam Paket Pekerjaan Apa yang dimaksud oleh Penggugat.Oleh karena 

itu gugatan Penggugat menjadi kabur dan cacad hukum secara formal. Dengan demikian 

Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinayatakan tidak 

diterima ;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

baik dari aspek kewenangan, aspek prosedural  dan aspek substansialnya ;------------------ 

a. Dari Aspek Kewenangan, Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa 

berdasarkan ketentuan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------- 

- Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah beserta perubahannya , Pasal 93 ayat (1) huruf b yang menyatakan : 

“PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa 

lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki 

kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ; ------------------------------------- 

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 77 

ayat (2) huruf d yang menyatakan : “ PPK dapat memutus kontrak secara sepihak 

apabila Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya 

dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;------- 

- Kontrak  ……………….. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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- Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 

Oktober 2013 pasal 17 ayat (4) huruf a yang menyatakan : “ Pihak Pertama 

(Tergugat) berhak melakukan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan 

Pihak Kedua (Penggugat) apabila Pihak Kedua cidera janji atau tidak memenuhi 

kewajibannya dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak ini ;-------- 

b. Aspek Substansi ;---------------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah karena Penggugat 

telah wanprestasi.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1)Kontrak Pengadaan Barang Nomor 

027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 , Tergugat menerima 

tugas untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan volume susuai spesifikasi teknis, 

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) maupun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan 

(BAP) ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang Nomor 

027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013, kontrak didasarkan 

system kontrak lumpsum, yaitu bahwa penyelesaian seluruh pekerjaan dilakukan 

dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap, serta semua risiko 

dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung Penggugat --

. 

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga 

SD (DAK-2011) Nomor 027/17500.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 29 Desember 2013 

menyatakan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan pekerjaan yang telah 

dilaksanakan, terbukti pekerjaan dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi teknis 

terlampir ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa Penggugat…… 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Bahwa Penggugat tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis 

yang telah ditetapkan dalam Kontrak Pengadaan Barang Nomor 

027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 , oleh karena itu 

berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Tergugat berhak melakukan pemutusan 

kontrak ;  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Aspek Prosedur :  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah melakukan teguran 

sebanyak tiga kali, yaitu : Surat Nomor 421/071.PD/436.6.4/2013 tanggal 6 

Desember 2013 perihal Teguran I, Surat Nomor 421/072.PD/436.6.4/2013 tanggal 13 

Desember 2013 perihal Pemberitahuan dan Surat Nomor 421/075.PD/436.6.4/2013 

tanggal 18 Desember 2013 perihal Teguran II . -------------------------------------------------- 

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 dan 18 yang menyatakan 

bahwa barang yang Penggugat kirim ke sekolah adalah barang yang sama dengan 

contoh barang Penggugat, oleh karena berdasarkan Berita Acara Penerimaan Contoh 

Barang Nomor 0027/20667/ULP/2013 tanggal 27 September 2013, yang melakukan 

pemeriksaan contoh barang itu ada atau tidak (bukan memeriksa contoh barang apakah 

sesuai dengan spesifikasi teknis) adalah Pokja ULP bukan Tergugat .Dan bertdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang bertugas 

memeriksa dan menerima hasil pekerjaan adalah Panitia/Pejabat Penereima Hasil 

Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bukan 

Pokja ULP ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 9 dan 10, , dengan alasan 

bahwa dalam menyusun spsifikasi teknis pengadaan alat peraga SD, Tergugat 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan R.I 

Nomor 56 Tahun 2011. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa berdasarkan……. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD 

Nomor 027/17500.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 29 Desember 2013 , pekerjaan tidak 

sesuai dengan spesifikasi teknis . ------------------------------------------------------------------------ 

Bahwa dalil Penggugat angka 9.1 yang menyatakan SNI 12-2180-2001 adalah sertifikasi 

produk untuik bolakkaki No.5 adalah tidak benar, karena sesuai ketentuan FIFA SNI 12-

9001-2001 sehingga barang yang dikirimkan tidak memenuhi spesifikasi teknis.------------- 

Bahwa  mengenai dalil Penggugat yang menyatakan setelah melakukan survey di 

pasaran ternyata tidak ditemukan raket dengan dimensi seperti dalam Juknis DAK 

maupun RKS adalah keliru, karena survei seharusnya dilakukan sebelum mengikuti 

lelang. Dan faktanya Penggugat telah mengetahui spesifikasi teknis sejak melakukan 

penawaran ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan berdasarkan hasil uji Badan Pengkaajian 

Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Laboratorium Pengujian ddan Kaliberasi Yogyakarta, 

bilah yang dikirim Penggugat adalah NBR (Natril Butadiene Rubber) adalah bertentangan 

dengan ketentuan hukum, karena sesuai spesifikasi teknis, bilah berbahan karet ----------- 

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan di pasaran tidak ditemukan 

Bola Tenis Meja dengan berat 25 gram karena bola seberat itu tidak akan bisa digunakan 

sesuai fungsinya. Dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta oleh karena berdasarkan 

kontrak berat bola ditentukan seberat 25 gram, dan berdasarkan Surat Penawaran Harga 

Penggugat menawarkan Bola Tenis Meja dengan berat 25 gram  ------------------------------- 

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mencari-

cari alasan agar dapat memutus kontrak sepihak dan jika ada persoalan barang yang 

tidak sesuai spesifikasi karena spesifikasi yang diminta tidak ada di pasaran. Dalil 

tersebut tidak sesuai dengan fakta oleh karena : ----------------------------------------------------- 

a. Penerbitan obbyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.---- 

 b. Bahwa  …………… 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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b. Bahwa Penggugat sudah mengetahui spesifikasi teknis pengadaan Alat Peraga SD 

(DAK-2011) sejak memasukkan penawaran sehingga secara hukum wajib memenuhi 

mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak; ------- 

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang Nomor 

027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013, kontrak didasarkan 

system kontrak lumpsum, yaitu penyelesaian seluruh pekerjaan dilakukan dalam 

batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap serta semua risiko yang 

mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut sepenuhnya 

ditanggung oleh pihak Penggugat ;------------------------------------------------------------------ 

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan dengan diputusnya kontrak, 

Penggugat menderita kerugian miliaran rupiah. Dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta 

oleh karena kerugian bukan disebabkan oleh Tergugat melainkan karena ketidaktelitian 

Penggugat dalam memahami spesifikasi teknis dan persyaratan yang ditentukan oleh 

PPK. Oleh karena terbukti bahwa Penggugat wan prestasi, maka permohonan gantirugi 

menjadi tidak relevan dan harus ditolak .  ------------------------------------------------------------- 

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bukti nyata jika Tergugat 

telah melakukan kesalahan dengan tidak melakukan pembayaran terhadap Penggugat. 

Oleh karena dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta ,yaitu :  ------------------------------------ 

a. Bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan sesuai ketentuan dalam Kontrak Pengadaaan Barang Pengadaaan 

Alat Peraga SD (DAK-2011) Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 

Oktober 2013 ;  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Berdasakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Kontrak Pengadaaan Barang Pengadaaan 

Alat Peraga SD (DAK-2011) Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 

Oktober 2013 ; menyatakan : “Pembayaran dapat dilakukan senilai pekerjaan yang 

telah diselesaikan …….. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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telah diselesaikan atau setelah mencapai prestasi 100 % (seratus persen), 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan, telah diperiksa/disetujui dan diterima baik 

oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dituangkan dalam Berita Acara 

Pemeriksaan Fisik.”  ----------------------------------------------------------------------------------- 

c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-

2011) Nomor 027/17500.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 29 Desember 2013, 

menyaqtakan bahwa pekerjan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis terlampir; -------- 

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selalu kaku 

dan tidak mau melihat fakta di lapangan jika spesifikasi yang tertulis dalam dokumen 

kontrak tidak ada di lapangan dan tindakan Tergugat melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf c 

dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 .                   

Dalil tersebut dapat dijelaskan :  ------------------------------------------------------------------------- 

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Kontrak Pengadaaan Barang Nomor 

027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 , kontrak didasarkan atas 

sistem  konbtrak lumpsum sehingga ketentuan pasal 87 ayat (1) huruf c Peraturan 

Presiden R.I., Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tidak berlaku  ; ------------ 

d. Pasal 89 Peraturan Presiden R.I., Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya 

berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Kontrak Pengadaaan Barang Nomor 

027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 menyatakan : 

“Pembayaran dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan atau setelah 

mencapai prestasi 100 % (seratus persen), memenuhi persyaratan yang ditetapkan, 

telah diperiksa/disetujui dan diterima baik oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil 

Pekerjaan, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik.”  Faktanya, 

berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD 

(DAK -2011) …………………. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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(DAK-2011) Nomor 027/17500.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 29 Desember 2013, 

menyatakan bahwa pekerjan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis terlampir; ---------- 

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan a quo 

telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan 

Tata Usaha Negara, karena :  ---------------------------------------------------------------------------- 

a. Penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan telah sesuai dengan Kontrak Pengadaaan Barang Nomor 

027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013  --------------------------------- 

b. Bahwa penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik   ----------------------------------------------------------------------------- 

9. Bahwa tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan tergugat sewenang-wenang 

telah melakukan pencairan jaminan pelaksanaan milik Penggugat, karena : ------------------ 

a. Faktanya Penggugat tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis 

yang telah ditetapkan dalam Kontrak Pengadaaan Barang Nomor 

027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013  -------------------------------- 

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kontrak Pengadaaan Barang Nomor 

027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013, disebutkan, bahwa 

Penggugat dinyatakan cidera janji apabila tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut 

: (a) Tidak menyelesaikan pekerjaan., (b) Tidak memenuhi mutu pekerjaan 

sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan., (c) Hasil pekerjaan tidak 

memenuhi kuantitas yang telah ditetapkan ., (d) Waktu penyelesaian pekerjaan 

melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak ., (e) Tidak melaksanakan 

kewajiban selama masa pemeliharaan . ----------------------------------------------------------- 

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Kontrak Pengadaan Barang Nomor 

027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013, disebutkan bahwa 

Tergugat berhak …………… 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Tergugat berhak melakukan pemutusan kontrak yang disebabkan kesalahan 

Penggugat apanbila : (a) Penggugat cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan 

tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak ini ., (b) Denda 

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penggugat sudah 

melampaui besarnya nilai jaminan pelaksanaan . (c) Para pihak terbukti melakukan 

pemalsuan dan kecurangan atau tindak korupsi dalam proses pemilihan maupun 

pelaksanaan kontrak . --------------------------------------------------------------------------------- 

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

beserta perubahannya, dalan hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan 

Penyedia Barang/Jasa : (a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan., (b) Sisa uang muka 

harus dilunasi oleh Penyedia barang/Jasa atas jaminan uang muka dicairkan., (c) 

Penyedia Barang/Jasa membayar denda , dan/atau (d) Penyedia Barang/Jasa 

dimasukkan dalam Daftar Hitam . ------------------------------------------------------------------- 

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus : ---------- 

DALAM EKSEPSI 

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; ------------------------------------------------------- 

2. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Keputusan Tata Usaha Negara ; --------------------- 

3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan 

memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;  ------------------------------------------------- 

4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (obscure libel) ; ----------------------------- 

5. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 

DALAM POKOK PERKARA  

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;------------------------------------------------------- 

2. Menghukum ………… 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -------------------------------------- 

 

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah 

mengajukan Replik yang diterima Majelis hakim pada tanggal 13 Maret 2014, dan terhadap 

Replik tersebut Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 Maret 2014 ; ------------------ 

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 

dalam Putusannya Nomor 17/G/2014/PTUN.SBY tanggal 21 Agustus 2014 telah memutus 

dengan amar putusan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------- 

DALAM EKSEPSI 

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; ---------------------------------------------------- 

DALAM POKOK PERKARA  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ---------------------------------------------- 

2. Menyatakan batal  Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota 

Surabaya Nomor 027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013, Hal : Pemutusan Kontrak tanggal 30 

Desember 2013 yang ditujukan kepada CV. Robar Bersama ; ----------------------------------- 

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Pembuat 

Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013, 

Hal : Pemutusan Kontrak tanggal 30 Desember 2013 yang ditujukan kepada CV. Robar 

Bersama ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Mewajibkan terhadap Tergugat Tergugat melakukan pembayaran terhadap Penggugat 

sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak tertanggal 31 Oktober 2013 ; ---------------- 

5. Mewajibkan  …………….. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan pelaksanaan milik 

Penggugat sebesar Rp.271.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang telah 

dicairkan dari Bank Jatim Cabang Rungkut Surabaya ; --------------------------------------------- 

6. Menghukum Tergugat  untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini 

sebesar Rp.187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ; -------------------------------- 

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor  

17/G/2014/PTUN.SBY  diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 

Agustus 2014 dengan dihadiri Kuasa Hukum  Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; ------- 

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, 

Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana tercatat dalam 

Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2014/PTUN.SBY tanggal 27 Agustus 2014 dan telah 

diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 

17/G/2014/PTUN.SBY pada hari itu juga ; ------------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ; ------- 

Menimbang, bahwa sebelum berkas  perkara ini dikirmkan ke Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya, kedua pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk 

melihat berkas sebagaimana tercatat dalam  Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas 

Perkara 17/G/2014/PTUN.SBY tanggal 17 September 2014 ; ----------------------------------------- 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM  

_5|Ž%E.¦¶É__Ù`4<oUß¥s¸GnÖG~TèÆú¶__IÈ®YÁ¨æ½è‰ __a9á_â_W÷Hê_ºâ+Õ__
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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